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ABSTRAK

Kebijakan kehutanan termasuk sebagai norma-norma yang mempunyai
kepentingan dalam ekonomi. Aturan dalam kehutanan adalah terpenting juga untuk
pembangunan ekonomi nasional. Dengan demikian ini adalah dampak sustainable
development dalam masyarakat. Pembangunan sector kehutanan memiliki peran sangat
penting dalam perkembangan hukum. Pengunaan analysis hukum dan/atau analysis
yuridis memiliki hal diperlukan. Penilitian ini akan membahas tentang analysis yuridis
terhadap kebijakan kehutanan di Madagaskar mengenai degradasi kawasan kehutanannya
dilihat dari problema dan isunya. Banyak poin akan menjadi relevan diambil sebagai
masukkan dalam kebijakan kehutanan optimal. Kebijakan kehutanan di Madagaskar
adalah cukup baik dalam strategi dengan struktur kelembagaan dengan organigram orang
orang yang pertanggungjawab serta peraturan UU Kehutanan namun penerapannya atau
aplikasinya sangat lemah dikarenakan pertangggungjawab yang resmi atau legal
mengantung kecundurian government (gubernmen transisi) yang memiliki konsentrasi
lebih kepolitik daripada ekonomi.

Kata kunci: Kebijakan Kehutanan; Gubernemen Transisi,Hukum Kehutanan

ABSTRACT

Forest policy is included in the important norms for economic life..Those strategy,
rule, implementation and effectiveness and force about Forest Policy are important to the
national and international economic and social activities. Therefore this is the result of
sustainable development into the civil society. The development of the sector of forestry
had an important duty to the legal growth. To specify the effect of it will need the legal
analysis. These works will examine about the legal analysis about forest policy in
Madagascar relating the degradation of its forestry coverage. Some points (strength and
weakness) will become relevant as suggestions for an optimal Forest Policy. Define any
strength and weakness relating the strategy in use and its implementation and
effectiveness. Forest Policy in Madagascar also is relatively enough simple and relatively
frameworked (view by its organigram, framework of those stakeholders, and also by its
national and international regulation related). Otherwise, its implementation ruin so that it
becomes in weak because of the so called legal system which exists in Madagascar
(Transitional Government led by kudeta) that focuses more to the politic than the national
economic side.
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LATAR BELAKANG

Kepentingan penulisan dan penelitian ini yang tersebut berbasis dalam
perlindungan keadaan dan kawasan kehutan.Karena Kebijakan ini dalam artinya
sendiri bermakna salah satu hal atau instrumen diajukan oleh pemerintah atau
governemen untuk melindungi fenomena yang mengganggu dan memperoleh
perekembangan ekonomi Negara.Salah satu pihak sangat membangunkan
ekonomi adalah bidang kehutanan.Berarti perlu dijaga dan dilindungi serta
penerapan dan/atau aplikasi kebijakan kehutanan perlu terdiri, perlu di-up-to-date
juga.Dikarenakan Permasalahan juga kehutanan saat ini berkembang semakin
kompleks,setelah kalau kasus di Negara Republik Madgaskar, hambatan
perkembangan hutan berhubungan dengan system transisi .

Tujuan penelitian ini diharapkan oleh penulis supaya dapat memberi
referensi untuk mengembangkan Kebijakan Kehutanan satu negara ini dan
membantu pemahaman hukum kehutanannya melalui menganalisa tentang
UUPK. Memberi kontribusi pada pembangunan ilmu hukum yang berkarakter ke-
Madagaskaran yang salah satu Negara memakai Civil Law, memiliki nilai yang
sama dengan ilmu hukum yang berkembang di vnegara lain Kritik dan amandemen
serta pembentukan hukum baru. Untuk itu, penelitian ini bertujuan merumuskan
hukum kehutanan di Madagaskar mengenai: (1) sisi tinjauan umum ; Struktur
Kebijakan Kehutanan; (2) hal-hal yang diatur dalam UUK masing-masing dan
mencari kelebihan dan kelemahan. (3) penyebab-penyebab yang mengakibatkan
kelebihan dan kelemahan terdapat di atas.

Manfaat penelitian ini pertamanya adalah bahwa (1) Secara teoritis hasil
penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa kontribusi yang
sifatnya positif perkembangan ilmu hukum, khususnya bidang hukum kehutanan
yang menyangkut polisi kehutanan dan jaminan ekosistem ; (2) Hasil penelitian
ini secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat berupa sumbangan
pemikiran yang berharga bagi legal drafter, decision maker, dan legal practice
sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam rangka pembentukan,
pelaksanaan, dan penegakan hukum.

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana dikemukakan diatas,
makadapat dirumuskan tiga masalah pokok sebagaiberikut: (1) Bagaimana
Kebijakan (di Madagaskar) diterpkan dalam konteks Pengelolaan Hutan di
Madagaskar; (2) Faktor-faktor apa (hukum dan non-hukum) mempengaruhi
fungsi yang tepat dari polisi hutan Madagaskar? (3) Bagaimana Negara dan
Pemerintah Hukum berfungsi dalam Negara Transitional

METODE

Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode penelitian
yuridis normatif.Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum
doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acap-kali hukum dikonsepkan sebagai
apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan
sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang
dianggap pantas.
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Maka penulisan ini akan menggunakan kepustakaan bermacam-macam
terutama dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah ini
dan bahan hukum sekunder, yaitu mencakup buku-buku acuan, majalah, surat
kabar, internet, yurisprudensi dan bahan-bahan lain yang menunjang serta
berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas..

KERANGKA TEORI

Teori-teori transisional. Teori ini menganggap bahwa kestabilan struktur
dan fungsi ternyata tidak selalu membuat organisasi jadi efisien. Organisasi harus
memberi perhatian penting pada aspek human relation. Bukan untuk kebutahan
pribadi untuk sesorang. Untuk itu iklim komunikasi harus baik. Semakin baik
iklim komunikasinya, semakin efisien organisasi tersebut. Baik yang sesuai
dengan kemanan lingkunan ekonomi dan bisnis, keamanan lingkungan
hidup,kemanana lingkunan atau ekosistem kehutanan, kehidupan masyarakat
under rule of law (desentralizasi pengelolaan dengan survey tepat- Governemen
dan masyarakat semua dibawah otoritas hukum-good governance-governemen
pertanggung jawab- perlindungan green revolution- ...) , asas legalitas dan
demokratis system pemeritahan hukum. Teori ini menyadari bahwa manusia-
manusia di dalam organisasi adalah makhluk yang aktif dan dinamis, bukan
sekadar alat produksi yang kaku. Organisasi seharusnya senantiasa
mendengarkan aspirasi anggota dan tidak mematikan kreativitas. Hambatan-
hambatan komunikasi maupun aliran informasi dalam organisasi yang
disebabkan oleh faktor jabatan dan struktur yang kaku harus disingkirkan. Hal ini
terlihat ketika zaman Republik ke-3 (sebelum tahun 2009) , kebebasan seorang di
Madagscar mulai dilepas. Sentralisasi kekuasaan berubah menjadi desentralisasi.
Pengakuan dan penghargaan atas kemajemukan budaya, social dan agama
menggantikan paham mayoritas-minoritas. Teori yang tepat mewakili teori
transisional ini adalah teori-teori perilaku dan sistem. Teori komunikasi-
kewenangan Barnard misalnya, yang menekankan pentingnya mengembangkan
dan memelihara suatu system komunikasi. Begitu pula dengan teori hubungan
manusiawi Mayo yang menyatakan hubungan kelompok informal lebih penting
dan kuat dalam menentukan moral dan produktivitas. Teori kedaulatan hukum.
Teori ini menyatakan bahwa hukum yang mengikat, tidak seperti yang
dipersyaratkan oleh negara, namun karena kesadaran masyarakat terhadap hukum
itu sendiri. Prof .Mr. H. Krabbe dalam bukunya"Die Lehre Rechtssouvernitat"
berpendapat bahwa kesadaran hukum muncul pada setiap individu perasaan
itulah cara itu harus hokum. Teoridalam prakteksedikit kesulitan, karena tingkat
pengetahuan hukum, setiap orang berbedadantergantung pada faktorkepentingan
danuntuk mencapai. Sebuah contoh yang datangke permukaan, berapa
banyakkeputusan Negara ProsidingPTUN, yang tidakdilaksanakan oleh pihak
yang kalah, terutama jikapartai yang berkuasadikalahkan. Kenapa?, Karena
mereka merasadirugikankebijaksanaan. Sangat disayangkanbahwapihak yang
kalah telah menolak untuk menerima kekalahannya, ada beberapa bagian yang
pertanyaan bahan bakar ataumempropokasi, oleh karena itu, keputusanPTUN,
tidak dapat dilaksanakan karena perlawanan terhadapputusan M K oleh pihak
yang kalah.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam hasil penelitian ini adala bahwa, kebijakan kehutanan belum diganti
namun diperbaiki supaya lebih sesuai dengan merumuskan masalah saat ini yang
berhubungan dengan keadaan politik di Madagaskar bahwa Madagaskar sekarang
hidup dengan situasi atau Negara Transisi ( yang bermaksud transisi ingin
menuju ke Republik ke Empat ).

Penerapan atau aplikasi kebijakan pengelolaan di Madagaskar dilemahkan
dan diganggu oleh system transisi karena konsentrasi atau focus governemen saat
ini lebih ke merumuskan masalah politis disana supaya Madagaskar akan masuk
ke Republik ke empat yang digambarkan sebelum sebagai demokrasi, tanpa
otoritarsism dan dictacrtorship.Penerapannya juga diganggu oleh pluralism
hukum ( kebanyakan UU Pemerintah dan Lokal sebagai Dina dan UU yang
sudah lama masih berlaku dengan yang terbaru) , karena saat ini juga
Madagaskar merubah system kebijakan pengelolaan kehutanan pada desentralasi
jika sebelum tahun 2000 ininya disentralisir.

Di Madagascar, dua perangkat pengalihan pengelolaan hutan sekarang
hadir di Madagaskar (sesuai dengan asas sustainable development dan
desentralizasi governance) : Kontrak GELOSE (Gestion Locale Securisee atau
Manajemen Aman Lokal) dan kontrak GCF (Gestion Contractualisee des Forets
atau Manajemen Kontrak Hutan),secara umum, GELOSE dan GCF terutama
percobaan untuk mentransfer pengelolaan sumber daya hutan lokal untuk
digunakan subsisten serta konservasi. Tujuan dan Prinsip menjadi proses transfer
manajemen bertujuan untuk memberdayakan masyarakat lokal dalam
pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan. Untuk ini, masyarakat lokal-
menggunakan sumber daya alam memiliki kesempatan untuk menegosiasikan
kontrak untuk mengelola sumber daya sesuai dengan seperangkat aturan dengan
negara untuk mengelola sumber daya tersebut untuk periode awal dari tiga tahun,
diperbaharui setiap sepuluh tahun oleh pada. Hal ini didasarkan pada tiga prinsip
dasar: kesukarelaan ditunjukkan oleh permintaan transfer oleh akar rumput,
subsidiaritas mencari melengkapi antara para pihak, non-exclusion dengan
melibatkan seluruh strata yang berbeda dari tanah yang bersangkutan.

Faktor blokir Manajemen Transfer pada umumnya (1) Berbeda
pendekatan kepada mitra teknis dan keuangan: organisasi pendukung tidak
prosedur homogen meskipun upaya koordinasi nasional. Hal ini sangat
disayangkan karena manfaat COBA untuk mendapatkan dukungan yang tidak
selalu memenuhi kebutuhan riil mereka. Hal ini menciptakan kepemilikan efektif
kesulitan dan berkelanjutan AKIBAT. (2) pengucilan sosial kelompok yang
kurang beruntung merupakan sebuah faktor blocking dan konsekuensi dari
proses. Pengecualian ini disebabkan implisit oleh struktur sosial lokal yang
hampir tidak memungkinkan ekspresi kelompok yang didominasi. Dukungan
tidak bisa memecahkan kesulitan ini. (3) konflik internal yang belum
terselesaikan disebabkan oleh perbedaan kepentingan antara COBA dalam
Perserikatan mereka merupakan hambatan bagi perkembangan dinamika
masyarakat.(4) Kurangnya sumber daya dan sarana dinas kehutanan: Dalam
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pandangan para aktor lokal, Dinas Kehutanan adalah wakil utama dari
manajemen yang bertanggung jawab dari hutan negara. Visibilitas dukungan dari
Dinas Kehutanan merupakan jaminan penting untuk legalisasi hak pengelolaan
masyarakat. Namun itu tidak selalu berarti untuk memastikan dukungan dewan
dan pemantauan ketat untuk pelaksanaan rencana pembangunan dan untuk
mendukung COBA tepat waktu. (5) proses yang lambat dari proses
desentralisasi masih lambat meskipun upaya. Secara khusus, keterlambatan
dalam evaluasi formal pertama tiga tahun masa percobaan untuk perpanjangan
kontrak manajemen mempertanyakan legalitas kuasa COBA. Ini "kabur" situasi
merupakan faktor motivasi dan blok pelaksanaan lebih lanjut dari rencana
pengelolaan.

Kesimpulan

Kebijakan kehutanan yang saat ini berlaku terlalu sering ditandai dengan
orientasi tradisional kehutanan pertahanan dan promosi produksi kayu industri
saja. Setiap kali baik dan pribadi yang baik publik menentang, konflik itu
diselesaikan dengan larangan atau peraturan. Sering dirancang tanpa
mempertimbangkan keterkaitan antara sektor kehutanan dan aspek lain dari
pembangunan, kebijakan ini belum mampu menanggapi perubahan keadaan dan
keragaman tumbuh isu yang diangkat oleh kepentingan kehutanan.

Sementara itu, pemerintah dan masyarakat menyadari perlunya
pendekatan baru untuk pembangunan yang melindungi peluang generasi
mendatang. Bersamaan, kekayaan dan kompleksitas kontribusi pengembangan
sumber daya hutan lebih baik dipahami. Kontribusi ini sering saling
melengkapi, tetapi mereka juga bisa saling bertentangan, misalnya antara
kepentingan langsung dan finansial dari pemilik hutan dan mereka masyarakat
jangka panjang dan non-moneter. Item didukung oleh insentif atau dialog
kompensasi harus lebih suka solusi otoriter.

Pengelolaan hutan di Madagaskar telah berkembang selama abad terakhir
dari top - down, undang-undang Terpusat Itu Ditujukan untuk membatasi akses
ke sumber daya hutan dengan bentuk pemerintahan yang terdesentralisasi
Bahwa upaya untuk menempatkan orang-orang lokal di pusat pengambilan
keputusan. Altho oleh undang-undang tracing Jelas kecenderungan ini adalah
jelas, benar-benar Menerapkan tata kelola Desentralisasi merupakan proses yang
kompleks Itu Melibatkan struktur kelembagaan dan dinamika kekuasaan Yang
kesulitan untuk memodifikasi. Di Madagaskar, pengaturan tata kelola
desentralisasi yang mengubah web interaksi antara aktor: seperti pemerintah,
lembaga internasional, dan masyarakat lokal dalam upaya untuk membentuk
dinamika kekuasaan. Namun demikian, masih belum jelas dengan luasan Semua
yang masyarakat setempat ble untuk menangkap pertukaran tesis peluang dan
Pastikan Merupakan Minat mereka yang diwakili. Memahami bagaimana
dinamika Berkembang tesis merupakan langkah penting untuk memantau
pelaksanaan kebijakan dan Meningkatkan tesis pada 'em dari waktu ke waktu.
Penelitian tambahan diperlukan untuk saling bertukar untuk Penilaian
bagaimana tesis kelembagaan prinsip-prinsip good governance Mempengaruhi:
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seperti partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengambilan
keputusan.

Saran

Atas dasar analisis dan kesimpulan di atas maka beberapa saran yang menjadi hal
penting. Ada berbagai rekomandasi yang dapat diajukan dalam penilitian ini.
Dengan demikian, sistim kebijakan kehutanan yang optimal adalah:

1. Kebijakan Kehutanan diperlukan sesuai dengan tatanan ekonomi dan
financial Negara;
2. Kebijakan Kehutanan diperlukan sesuai dengan urutan hirarkis hukum dan

Konstitusi dan treaty (KTT dengan prinsip-prinsipnya);dan juga perlu
sesuai dengan good governance (sesuai dengan tiga elemen diurut oleh
Francis Fukuyama' bahwa :the state-rule of law-accountability : kecukupan
monitoring )
3. Hukum Kehutanan diperlukan sesuai dengan visi politik Pemerintah Legal;
4. Kebijakan Kehutanan diperlukan sesuai dengan tradisi masyarakat
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